TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  FISIK YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI  (Studi Kasus Putusan No.43/Pid.B/2011/PN.Maros) by SEPTIAN T., NUGRAH
SKRIPSI 
 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN 
FISIK YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI 












NUGRAH SEPTIAN T. 











TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN 
FISIK YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI 
(Studi Kasus Putusan No.43/Pid.B/2011/PN.Maros) 
 
 
Disusun dan Diajukan Oleh : 
NUGRAH SEPTIAN TANGKELANGI 








Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana 
Dalam Bagian Hukum Pidana 












Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa : 
Nama : Nugrah Septian T. 
Nomor Induk : B III 08 417 
Bagian : Hukum Pidana 
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan 
Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri. (Studi 
Kasus Putusan No.1124/Pid.B/2012/PN.Plp) 
 
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir 
program studi. 
 
Makassar,   November 2013 
 
 
Pembimbing I Pembimbing II 
 
Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H. 




Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang 
Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri 
(Studi Kasus Putusan No. 1244/Pid.B/2012/PN.Plp) 
Disusun dan diajukan oleh: 
Nugrah Septian Tangkelangi 
B 111 08 417 
 
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam 
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana 
Program Studi Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
PANITIA UJIAN 
 Ketua, Sekretaris 
 
Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H. 
NIP. 19590317 198703 1002 NIP. 19671010 199202 2 002 
 
a.n. Dekan 
Wakil Dekan Bidang Akademik, 
 
 
Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. 
NIP. 19630419 198903 1003 
ABSTRAK 
 
NUGRAH SEPTIAN TANGKELANGI  (B111 08 417), dengan judul skripsi 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang 
Dilakukakn Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. 
1244/Pid.B/2012/PN.Plp)” di bawah bimbingan Bapak Muhadar sebagai 
pembimbing I dan Ibu Nur Azisa sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil dalam perkara delik kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap 
istri dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap delik kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya 
dalam perkara putusan No.1244/Pid.B/2012/PN.Plp. 
Penelitian ini dilaksanakan di instansi Pengadilan Negeri Palopo.Untuk 
mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
berupa penelitian kepustakaan dan lapangan.Selanjutnya data yang diperoleh 
disajikan secara deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penerapan hukum pidana materiil 
oleh Hakim dalam Putusan Perkara No.1244/Pid.B/2012/PN.Plp telah tepat, 
karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur 
melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan terdakwa 
mampu bertanggung jawab. Pemidanaan terhadap terdakwa juga telah sesuai 
dengan ketentuan pemidanaan yang ditetapkan dalam Pasal 44 Ayat (1) 
Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga. (2) Majelis Hakim Perkara No.1244/Pid.B/2012/PN.Plp telah 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pemidanaan 
baik secara yuridis maupun sosiologis. Secara yuridis, tidak ada hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan pemidanaan terhadap terdakwa.Namun 
secara sosiologis, hal-hal yang memberatkan pemidanaan adalah perbuatan 
Terdakwa tidak melindungi orang yang tinggal dirumahnya atau yang menetap 
dalam rumahnya yaitu istrinya dan terdakwa sendiri sebagai suami atau imam 
dalam keluarga.Sementara hal-hal yang meringankan pemidanaan adalah 
Terdakwa bersifat sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali 
perbuatan dan tidak akan diulanginya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, 
Terdakwa dengan pihak saksi/korban telah berdamai. 
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A. Latar Belakang 
Menurut kodrat alam, manusia dimana-mana pada zaman apapun juga 
selalu bersama, hidup berkelompok – kelompok. Sekurang-kurangnya kehidupan 
bersama itu terdiri dari dua orang, suami istri maupun ibu dan bayinya. Dalam 
sejarah perkembangan manusia, tidak ada seorangpun yang bisa hidup 
menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan 
terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu. ( C.S.T. Kansil, 1986 : 29) 
Rumah  tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota 
keluarga. Namun, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat 
penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. Kekerasan dalam 
rumah tangga, menurut Pasal 1 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebenarnya adalah: 
Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, 
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 
hukum dalam lingkup rumah tangga. 
Kemudian, Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (UUP) menetapkan bahwa: 
Dasar perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa. 
Hal ini berarti rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi 
para anggotanya, karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir 
diantara keduanya. Selain itu juga, menurut Pasal 33 Undang – Undang 
Perkawinan bahwa: 
Antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, 
hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada 
yang lain. Bahkan, suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang 
dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup didalam masyarakat serta 
berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 
Dengan pengaturan hak dan kewajiban yang sama bagi suami istri didalam 
kehidupan rumah tangga, pergaulan masyarakat, dan dimuka hukum, serta adanya 
kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan saling memberi 
bantuan lahir batin, maka Undang – Undang Perkawinan bertujuan agar 
kehidupan antara suami istri akan terhindar dari perselisihan atau tindakan – 
tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang. 
Namun, kenyataan berbicara lain karena semakin banyak kasus kekerasan dalam 
rumah tangga yang terjadi di masyarakat. 
Ketidakpedulian masyarakat dan Negara terhadap masalah kekerasan 
dalam rumah tangga karena adanya ideologi gender dan budaya patriarki. Gender 
adalah pembedaan peran sosial dan karakteristik laki-laki dan perempuan yang 
dihubungkan atas jenis kelamin (seks) mereka. Pengertian patriarki adalah budaya 
yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan 
dengan perempuan. 
Akibat budaya patriarki dan ideologi gender tersebut berpengaruh juga 
terhadap ketentuan di dalam Undang – Undang Perkawinan yang membedakan  
peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah 
tangga (Pasal 31 Undang – Undang Perkawinan) yang menimbulkan pandangan 
dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar 
sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya, termasuk melalui kekerasan. 
Kondisi tadi menimbulkan akibat kekerasan dan pelanggaran terhadap hak 
– hak perempuan yang terjadi didalam ruang lingkup privat/domestik ini menjadi 
tindakan yang tidak dapat dijangkau oleh Negara. Tindakan-tindakan yang 
melanggar hak perempuan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara dan 
aparat, justru disingkirkan untuk menjadi urusan keluarga. 
Anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan rumah 
tangga timbul di antara suami istri yang hubungan hukum antara individu tersebut 
terjadi karena akibat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum 
perdata. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran di dalam hubungan hukum 
antar individu tersebut, penegakan hukumnya dilakukan dengan cara mengajukan 
gugatan kepengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan. Undang – Undang 
Perkawinan tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan 
dalam rumah tangga, seperti halnya hukum publik (hukum pidana). 
Masalah kekerasan atau penganiayaan yang terjadi di dalam rumah tangga 
di dalam Undang – Undang Perkawinan hanya merupakan salah satu alasan 
penyebab putusnya suatu perkawinan, sepeti yang diatur didalam Pasal 38 Undang 
– Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 
1974. 
Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tentang kekerasan 
perempuan dari tahun ke tahun mulai tahun 2004-2009, jumlah KTP yang tercatat 
ditangani lembaga pengada layanan mengalami kecenderungan peningkatan yang 
cukup signifikan. Peningkatan yang drastis terjadi pada tahun 2004 yakni, 180 %, 
atau dari sejumlah 7.787 kasus pada tahun 2003 menjadi 14.020 kasus pada tahun 
2004. Angka tersebut meningkat lagi 145 % pada tahun 2005 sebesar 20.391 
kasus, 22.512 kasus pada tahun 2006 atau sejumlah 110 %. Sedangkan pada tahun 
2008 ini peningkatan jumlah KTP mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan 
tahun 2007 (25.522 kasus KTP), yaitu 213% mencapai sejumlah 54.425 kasus 
KTP. (http://www.komnasperempuan.or.id) 
Dengan meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga dan akibat 
yang timbul terhadap korban menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki 
agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga dipidana. Ketentuan dalam Kitab 
Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kekerasan 
adalah Pasal 89 dan 90, yang hanya ditujukan pada kekerasan fisik, tetapi tidak 
mengatur  kekerasan seksual yang dapat terjadi di rumah tangga antara suami istri. 
Selain itu, juga tidak ada perintah perlindungan atau perintah pembatasan gerak 
sementara yang bisa dikeluarkan oleh pengadilan untuk membatasi pelaku 
melakukan kekerasan dalam rumah tangga. 
Berdasarkan kelemahan yang dimiliki Undang – Undang Perkawinan dan 
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana maka diperlukan aturan khusus mengenai 
kekerasan dalam rumah tangga karena ketiadaan aturan hukum dan kebijakan 
publik yang jelas akan semakin menyuburkan praktik kekerasan dalam rumah 
tangga tersebut. 
Upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga kedalam suatu 
perundang – undangan telah dilakukan melalui Undang – Undang Nomor 23 
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang – 
Undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan 
Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk 
kekerasan di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, 
sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi oleh 
pemerintah Indonesia melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang 
Diskriminasi Terhadap Perempuan.  
Dengan demikian, terlihat ada perubahan pandangan dari pemerintah 
mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, tidak semata-mata 
merupakan urusan privat, tetapi juga menjadi masalah publik, dari urusan rumah 
tangga dalam hukum perkawinan yang diatur dalam lingkup hukum publik, yang 
diatur melalui Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). 
Meski demikian, lahirnya Undang – Undang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga tidak serta merta akan memenuhi harapan para perempuan 
yang sebagian besar merupakan korban kekerasan dalam mendapatkan keadilan, 
mengingat kondisi penegakan hukum di Negara kita yang masih jauh dari harapan 
dan tidak lepas dari praktik- praktik yang diskriminatif dan lebih menguntungkan 
pihak yang mempunyai kekuatan, baik kekuasaan ekonomi, sosial, maupun 
budaya. 
Untuk mewujudkan penegakan hukum yang diharapkan, maka pemahaman 
dan kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu kejahatan 
harus disebarluaskan sehingga ada kesatuan pemahaman didalam masyarakat. 
Tanpa pemahaman dan kesadaran tersebut maka penegakan hukum yang 
diharapkan akan semakin jauh. selain itu, perempuan sebagai anggota masyarakat, 
juga harus memiliki kemauan untuk membawa kasusnya kepengadilan pidana.  
Melihat pentingnya penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga, 
agar tercapainya suatu kepastian pertanggung jawaban dari korban dan hak – hak 
korban dapat terpenuhi, dan menjadikan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini 
bukan kasus yang diabaikan. Tujuan sebuah perkawinan menurut Undang – 
Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga 
yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulisan mengambil 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana terhadap kekerasan fisik yang 
dilakukan oleh suami pada putusan No. 1244/Pid.B/2012/PN.Plp ? 
2. Apakah yang menjadi Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan 
putusan Perkara Pidana No. 1244/Pid.B/2012/PN.Plp ? 
 
C. Tujuan Penulisan 
Tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui ketegasan hukum pidana dalam 
Undang - Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam rangka 
penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan yang hendak dicapai 
dalam penulisan ini adalah : 
1. Tujuan Obyektif : 
a. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan 
dalam rumah tangga 
b. Untuk mengetahui apakah penerapan hukum oleh hakim sudah sesuai dalam 
memutuskan perkara KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004. 
2. Tujuan Subyektif : 
a. Untuk memperoleh bahan – bahan dan data yang berguna dalam 
penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kewajiban 
studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, guna memperoleh gelar 
Sarjana Hukum. 
b. Berdasarkan penelitian ini di harapkan akan dapat menghasilkan hal – hal 
yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya 
hukum pidana yaitu: 
a. Untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai tindak 
kekerasan dalam rumah tangga beserta penghapusannya. 
b. Sebagai salah satu persyaratan dalam proses penyelesaian studi guna 
mencapai gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. 
 
D. Manfaat Penulisan 
Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini mencakup 
kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut :  
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat pengembangan ilmu 
pengetahuan pada umumnya dan menambah bahan pustaka mengenai analisis 
terhadap ketegasan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kekerasan 
dalam rumah tangga (Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga). 
2. Manfaat Praktis 
a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan pada masyarakat luas 
mengenai Undang – Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
b. Diharapkan dapat berguna dalam memecahkan permasalahan bagi pihak – 
pihak yang bersangkutan dalam hal ini lembaga hukum guna memecahkan 
persoalan – persoalan dan kasus – kasus tindak kekerasan dalam rumah 





A. Pengertian dan Tujuan Sebuah Perkawinan 
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal (1) 
menyatakan bahwa : 
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, 
sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.  
 
Berdasarkan pada pengertian perkawinan tersebut, maka perkawinan itu 
mengandung unsur-unsur, yaitu : 
a. adanya landasan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam membentuk sebuah 
keluarga 
b. adanya suatu ikatan, baik lahir maupun batin 
c. adanya subjek pelaku, yaitu antara pria maupun wanita 
d. adanya tujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal guna 
mewujudkan suatu keluarga. 
Dari tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut, berarti antara suami dan istri 
perlu saling membantu dan melengkapi. kemudian, masing-masing dapat 
mengembangkan kepribadian tersebut maka suami istri harus saling membantu. 
selanjutnya, tujuan yang terakhir adalah terwujudnya keluarga bahagia yang 
sejahtera spiritual dan materiil. 
Berdasarkan tujuan tersebut, undang – undang perkawinan tidak 
menghendaki adanya kekerasan antara suami istri didalam perkawinan karena 
segala macam kekerasan akan menghambat perkembangan kepribadian seseorang, 
baik laki-laki maupun perempuan. Asas ini pada khususnya bermaksud untuk 
melindungi perempuan dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya 
karena sebagian besar kedudukan perempuan didalam rumah tangga merupakan 
pihak yang lemah baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial budaya. (Rika 
Saraswati. 2009 : 201)  
Menurut Pasal 2 :  
- “Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan 
agamanya dan kepercayaannya itu”. 
- “Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku” 
Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan 
peristiwa-peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran 
ataupun kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang 
juga dimuat dalam daftar pencatatan. 
Melalui pencatatan perkawinan, kedudukan seorang perempuan/istri 
menjadi lebih kuat karena akta perkawinan tersebut merupakan alat bukti tertulis 
yang kuat untuk membuktikan dirinya sebagai istri yang sah dengan segala akibat 
hukumnya. (Rika Saraswati. 2009 : 202) 
Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer) Perkawinan 
adalah Pertalian yang sah antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan 
dalam waktu yang lama. 
Menurut Hukum Adat suatu perkawinan merupakan urusan kerabat atau 
urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang berbeda – 
beda, atau merupakan salah satu cara untuk menjalankan upacara – upacara yang 
banyak corak ragamnya menurut tradisi masing – masing.   
Menurut Hukum Agama Perkawinan adalah Suatu perbuatan yang suci 
yaitu perkawinan adalah suatu perikatan antara dua belah pihak yaitu pihak laki – 
laki dan pihak perempuan didalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang 
Maha Esa, agar kehidupan keluarga dan berumah tangga serta berkerabat bisa 
berjalan dengan baik dan anjuran agamanya. 
Menurut Thoha Nasrudin (1976 : 10), bahwa: 
“Perkawinan adalah Akad atau persetujuan antara calon suami dan calon 
istri karenanya berlangsung melalui ijab qabul atau serah terima. Apabila 
akad nikah tersebut telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan 
bersedia menciptakan rumah tangga bersama – sama”.  
Menurut Wirjono Prodjodikoro (1960 : 5) menyatakan bahwa: 
“perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki – laki dan seorang 
perempuan yang memenuhi syarat – syarat tertentu”.  
 
Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang dikutip oleh Abdurahman 
(1992 : 114) dinyatakan bahwa: 
“perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 
kuat atau Mistaqan Ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakan ibadah.” 
Dari definisi yang telah disebut diatas, dapat dimengerti bahwa dengan 
melakukan perkawinan pada masing – masing pihak telah terkandung maksud 
untuk hidup bersama secara abadi dengan memenuhi hak – hak dan kewajiban – 
kewajiban yang telah ditetapkan oleh agama dan Negara, untuk mencapai 
keluarga bahagia. 
Setiap orang yang berkeluarga mempunyai dua hal yang sangat penting 
dan didambakannya, yaitu mendapatkan anak yang soleh dan harta yang halal, 
agar rumah tangga dapat terbina dengan baik, hendaknya kedua belah pihak harus 
menghormati, saling menolong, saling percaya serta mau mendengarkan pendapat 
yang lainnya, menjaga perkataan yang menyakitkan hati, dan saling terbuka. 
Selain itu yang paling penting dan paling utama adalah membina 
hubungan baik dengan Allah SWT dan ibadah sesuai syariat, aturan hidup agar 
tenang dan tentram. (Ny. Hj. Mahdiah. 1994:6) 
Perkawinan juga sebagai pertalian yang sah antara seorang pria dan 
seorang wanita untuk waktu yang lama. (Soebekti. 2001:23) 
Perkawinan yang sah, hanya perkawinan yang memenuhi syarat-syarat 
yang ditetapkan dalam Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer). Syarat-
syarat sahnya perkawinan : 
a. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang – 
undang, yaitu umur pria 18 tahun dan untuk seorang wanita 15 tahun. 
b. Harus ada perjanjian bebas antara kedua pihak. 
c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak. 
d. Untuk seorang wanita yang sudah pernah menikah harus lewat 300 hari, 
sesudah putuskan perkawinan pertamanya. 
e. Tidak ada larangan dalam undang – undang bagi kedua pihak. 
f. Untuk pihak yang masih dibawah umur, harus ada izin dari orang tua atau 
walinya. 
    
B. Kekerasan Sebagai Bagian Dari Kejahatan 
Menghantarkan kita pada pemahaman lebih jauh mengenai kekerasan, 
maka perlu dipahami terlebih dahulu, bahwa kekerasan merupakan bagian dari 
kejahatan. Oleh karena itu, mengawali paparan dalam tinjauan pustaka ini, 
akan diuraikan terlebih dahulu mengenai kejahatan. 
 Menurut Saparinah Sadli sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief 
(1996: 26) bahwa kejahatan atau tindak krirninal merupakan salah satu bentuk 
dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk 
masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Selanjutnya 
Saparinah juga mengatakan bahwa perilaku menyimpang itu merupakan suatu 
ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang 
mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan 
individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil 
atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian 
kejahatan selain masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial, 
malahan menurut Benedict S Alper merupakan the oldest sosial problem. 
Menurut pengertian orang awam kata kejahatan dalam kehidupan 
sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan jahat yang tiap-tiap orang dapat 
merasakannya, bahwa itu jahat, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, dan 
sebagainya yang dilakukan oleh manusia. Menurut Susilo (1985:11) sebagai 
perbuatan diartikan sebagai kejahatan dapat dilihat secara yuridis dan 
sosiologis. Secara yuridis kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang 
bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merugikan masyarakat 
(anti sosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan 
pidana. Sedangkan pengertian secara sosiologis selain itu, kejahatan juga 
meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan 
dalam undang-undang, pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan dan 
ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis, maupun 
psikologis menyerang atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan susila 
dalam kehidupan bersama. 
Senada dengan itu, Kartini Kartono (1999:44) mengatakan bahwa 
kejahatan secara yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan 
dengan moral kemanusiaan (immoril), merugikan masyarakat, sosial sifatnya 
dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Singkatnya, secara yuridis 
formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang 
pidana. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan 
dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat 
merugikan masyarakat, melanggar norma-norma sosial, dan menyerang 
keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-
undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana). 
Tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan anti sosial itu banyak 
menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat, dan 
jelas sangat merugikan umum. Karena itu, kejahatan tersebut harus diberantas 
atau tidak boleh dibiarkan berkembang, demi ketertiban, keamanan dan 
keselamatan masyarakat. 
Sedangkan dalam KUHP pengertian atau definisi tentang kejahatan 
tidak diartikan secara limitatif baik dalam Buku I maupun Buku II dan III. 
Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan 
(misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen). Pembagian dalam dua jenis ini 
tidak ditentukan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap 
demikian adanya, dan ternyata antara lain dalam Pasal 4, 5, 39, dan 53 KUHP 
Buku I dan Buku II adalah melulu tentang kejahatan dan Buku III tentang 
pelanggaran. Namun demikian pengertian mengenai kejahatan dan pelanggaran 
dapat diketahui dalam Memorie van Toelichting (MvT). Menurut MvT 
kejahatan adalah rechtsdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun 
tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah 
dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata 
hukum. Sedangkan pelanggaran adalah wetsdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan 
yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang 
menentukan demikian. 
Dalam kamus hukum yang dimaksud dengan kejahatan adalah tindak 
pidana yang tergolong berat, lebih berat dari pelanggaran. Kejahatan, pertama-
tama adalah suatu konsep yuridis berarti tingkah laku manusia yang dapat 
dihukum berdasarkan hukum pidana. Kejahatan juga bukan hanya suatu gejala 
hukum. Soejono (1994:1) mengatakan bahwa kejahatan adalah perilaku 
manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, 
menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Menurut 
Richard Quinney sebagaimana dikutip Soejono (1994: 1) bahwa kejahatan 
adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang 
berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi. Kejahatan 
merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah 
orang oleh orang-orang lain, dengan begitu kejahatan adalah suatu yang 
diciptakan. 
Melakukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan sama 
halnya melakukan suatu perbuatan yang bukan kejahatan, hingga kejahatan 
diperoleh melalui suatu proses belajar, interaksi antar individu dan atau 
kelompok dapat dikatakan banyak faktor yang dapat menimbulkan suatu tindak 
perbuatan yang tergolong sebagai kejahatan seperti misalnya karena faktor 
keluarga, pendidikan, sosial ekonomi, lingkungan pergaulan maupun tempat 
tinggal. 
Pada umumnya seseorang atau sekelompok orang melakukan kejahatan 
karena adanya faktor-faktor: 
a. Niat atau kehendak yang timbul karena pengaruh endogen atau dari keadaan 
pribadi seseorang seperti cacat mental, cacat fisik dan atau pengaruh exogen 
atau dari luar pribadi seseorang seperti pendidikan, pergaulan, keluarga, 
social ekonomi, lingkungan dimana seseorang berada. 
b. Kesempatan yang timbul dari pengaruh keadaan pribadi seseorang 
(endogen) misalnya mental disorder, kadar emosional yang tinggi, rasa 
superioritas yang berlebihan, tekanan-tekanan psikologis dan pengaruh dari 
luar diri atau exogen seperti tekanan kehidupan pendidikan yang kurang 
memadai, lemahnya kontrol sosial masyarakat. 
Arti kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia, adalah 1. Perihal (yang 
bersifat/berciri) keras; 2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang 
menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan 
fisik atau barang orang lain; 3. Paksaan. Dapat dikatakan bahwa kata kekerasan 
dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik 
belaka. Jadi tindakan kekerasan (perbuatan yang menyebabkan 
cedera/luka/mati/kerusakan) sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung 
sifat penyiksaan (torture) dan pengenaan penderitaan atau rasa sakit yang 
sangat berat (severe pain or suffering). 
Kekerasan menurut KUHP hanya didefinisikan sebagai kekerasan fisik 
sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP. Pasal 89 
KUHP, menentukan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu, 
membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. 
Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa melakukan kekerasan 
ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak 
sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, 
menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena 
tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Dalam pasal ini melakukan 
kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. 
Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya 
artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak 
mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya seperti halnya orang 
yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar 
terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh. Orang yang tidak 
berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan 
Pasal 90 KUHP menentukan, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah: 
a) penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan 
sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; 
b) senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan 
pencaharian; 
c) tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera; 
d) mendapat cacat besar; 
e) lumpuh (kelumpuhan); 
f) akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu; 
g) gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. 
Definisi kekerasan dari kedua pasal tersebut hanya menyangkut 
kekerasan fisik saja (Pasal 89 dan Pasal 90) yang berakibat luka pada badan 
atau fisik, tidak meliputi kekerasan lainnya seperti psykhis, seksual, dan 
ekonomi sesuai dengan Deklarasi PBB tentang anti kekerasan terhadap 
perempuan. Dua pasal tersebut sangat umum dan luas, karena kekerasan dalam 
kedua pasal itu dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja, tidak khusus 
dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam satu rumah tangga. 
Padahal, apabila dilihat dari kenyataan yang ada dalam masyarakat, 
sebenarnya tindak kekerasan secara sosiologis dapat dibedakan dari aspek fisik, 
seksual, psikologis, politis, dan ekonomi. Pembedaan aspek fisik dan seksual 
dianggap perlu, karena ternyata tindak kekerasan terhadap perempuan yang 
bernuansakan seksual tidak sekedar melalui perilaku fisik belaka. 
Kitab Undang-Undang Hukurn Pidana (KUHP) kita merumuskan 
kejahatan kekerasan ke dalam berbagai pasal yaitu Pasal 285-301 (kejahatan 
susila), Pasal 324-337 (penghilangan kemerdekaan), Pasal 338-340 
(pembunuhan), Pasal 351-356 (penganiayaan), dan lain-lain. Sedangkan 
pengertian kejahatan kekerasan itu sendiri dalam KUHP tidak diberikan 
definisinya. 
Ada beberapa pendapat dari para sarjana yang memberikan definisi 
tentang kejahatan kekerasan. Menurut Hudioro, kejahatan kekerasan adalah: 
1. tindak pidana yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan 
terhadap orang dengan obyek kejahatan berupa barang atau orang (dengan 
sengaja untuk mendapatkan barang orang lain secara tidak sah atau 
mencederai dan atau membunuh orang). 
2. adalah suatu tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 89 
KUHP yaitu secara kekerasan membuat orang menjadi pingsan atau tidak 
berdaya, maka perbuatan ini bersifat fisik. 
3. adalah tindak pidana yang bersifat psikis, sehingga menyebabkan orang lain 
tidak berdaya atau mengalami tekanan-tekanan yang sangat merugikan 
malahan berakibat fatal. 
Studi tradisionil tentang kejahatan akan mencari jawabannya pada 
batasan tentang kejahatan kekerasan terutama di dalam undang-undang pidana, 
di samping batasan sosial. Selanjutnya dengan menggunakan batasan undang-
undang tersebut, masalah kejahatan kekerasan dibicarakan antara lain 
mengenai: 
a) bentuk-bentuknya, perkembangan dan penyebarannya, dengan rnencarinya 
melalui data statistik kriminal. 
b) sebab-sebabnya (etiologi kriminal) dengan rnencarinya pada ciri-ciri 
biologis, sosial dan psikisnya. 
Menurut Stephen Schafer sebagaimana dikutip oleh Mulyana W. 
Kusumah (1982:24), bahwa kejahatan-kejahatan kekerasan yang utama adalah 
pembunuhan, penganiayaan berat serta perampokan dan pencurian berat, 
sedangkan pelakunya adalah mereka yang melakukan kejahatan yang berakibat 
kematian maupun luka bagi sesama manusia. Sedangkan menurut Soedarto 
(1986: 25-26) kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik 
terhadap orang atau barang sedemikian rupa, sehingga cukup membahayakan 
benda hukum yang dilindungi oleh ketentuan pidana yang bersangkutan, Daya 
kekuatan itu harus cukup kuat intensitasnya. Mengenai ancaman kekerasan 
dapat dikemukakan bahwa selalu harus ditinjau sifat dari perbuatan yang 
dilakukan juga diperhatikan pula bagaimana pandangan dari orang yang 
mendapat ancaman itu. Misalnya, pilot diancam oleh orang yang tampaknya 
membawa granat di sakunya untuk merubah rute penerbangannya, akan tetapi 
kemudian ternyata bahwa orang itu tidak membawa apa-apa. Dalam hal ini 
tetap ada ancaman kekerasan. 
 
C. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 2 Butir a sampai 
c menyebutkan bahwa ruang lingkup dari kekerasan dalam rumah tangga adalah : 
a. Suami, istri, dan anak. 
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena adanya hubungan 
darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam 
rumah tangga. 
c. Orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah 
tangga tersebut. 
Penjelasan dari Pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak 
adalah termasuk anak tiri dan anak angkat. kemudian yang dimaksud dengan 
perkawinan, misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan. 
Selanjutnya, tidak hanya dalam hubungan antara suami dan istri semata, 
dimana bahwa orang, saudara atau siapapun yang tinggal menetap ataupun bekerja 
dalam lingkungan rumah tangga itu termasuk sebagai satu kesatuan ruang lingkup 
rumah tangga untuk dilindungi hak-haknya sebagai manusia. 
Sementara, pelaku kekerasan dalam rumah tangga sendiri beragam, suami, 
ayah, keponakan, sepupu, paman, anak laki-laki, majikan. Secara luas, 
berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang sudah disebutkan 
diatas, lingkup rumah tangga meliputi : 
a. Pasangan atau mantan pasangan didalam maupun diluar perkawinan. 
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena darah, perkawinan, 
pengasuhan, perwalian, adopsi, dan hubungan adat agama. 
c. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain, yang 
menetap atau tidak disebuah rumah tangga. 
Maka dari itu ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga ini sangat erat 
kaitannya dengan pihak-pihak pelaku maupun pihak-pihak para korban, dimana 
korban tersebut lebih banyak kepada pihak perempuan, disebabkan oleh 
kebudayaan. Dimana kaum pria lebih memegang kekuasaan dalam masyarakat, 
apalagi dalam rumah tangga yang menjadi kepala rumah tangga, pencari nafkah 
untuk keluarga, sehingga sang istri cenderung tunduk kepada suami sebagai 
suami, meskipun hak-haknya sebagai wanita ditindas, dalam hal fisik maupun 
psikis. 
Rasa ketakutan wanita terhadap kekerasan juga lebih besar dari pada laki – 
laki, inilah yang menjadi kendala dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga 
ini muncul kepermukaan terlebih lagi terselesaikan dengan benar, hambatannya 
masalah ini juga dikarenakan sang korban yang takut untuk melaporkan kepada 
pihak yang berwajib sebagai alasan seperti :  
1. Korban malu karena peristiwa ini mencemarkan dirinya, baik secara fisik, 
psikis maupun sosiologis. 
2. Korban merasa perlu melindungi nama baik keluarganya, terutama karena 
pelaku berasal dari kalangan keluarga bersangkutan, atau dalam ruang lingkup 
rumah tangga itu. 
3. Korban merasa proses pidana terhadap kasus ini belum tentu membuat pelaku 
dipidana. 
4. Korban khawatir akan membalas dari pelaku tindak pidana kekerasan tersebut, 
terlebih pelaku merupakan orang yang dekat dengan korban dalam rumah 
tangga tersebut. 
5. Lokasi pihak yang berwajib (polisi) yang berada jauh dari jangkauan tempat 
tinggalnya membuat enggan untuk melapor. (Harkristuti Harkrisnowo, 
2000:44) 
Menurut Achie Sudiarti Luhulima, bahwa korban mempunyai rasa enggan 
untuk melapor dalam kasus ini dikarenakan : 
1. Ketiadaan dukungan sosial yang memahami situasi yang dihadapi perempuan. 
Orang luar enggan bahkan sering dipersalahkan bila mencampuri urusan 
keluarga lain, karena itu sulit untuk mendapat dukungan yang dapat membantu, 
perempuan itu sendiri juga menganggap apa yang terjadi padanya adalah 
urusan keluarga atau pribadinya sendiri, karena isunya sangat memalukan, 
perempuan menutup kejadian yang sesungguhnya, sehingga tidak dapat 
memperoleh akses yang dibutuhkan. 
2. Keyakinan bahwa suami akan berubah, cukup banyak perempuan yang terus 
mempercayai suaminya pada dasarnya baik, bahwa kekasarannya merupakan 
respon terhadap stress dan tekanan hidup, bahwa waktu akan merubah 
semuanya menjadi lebih baik. 
3. Kesulitan ekonomi, cukup banyak perempuan yang sepenuhnya bergantung 
kepada suami untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan untuk menghidupi 
anak-anak. 
4. Kekhawatiran tidak bisa membesarkan anak – anak dengan baik tanpa keadiran 
pasangan atau suami. 
5. Akhirnya, perempuan dapat terus bertahan dalam kondisi kekerasan, bahwa 
kekhawatiran adanya balasan kekerasan yang lebih hebat yang akan diterima. 




D. Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Tujuan dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah menyatakan kekerasan 
dalam sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, menegaskan hak – hak korban 
dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam mencegah 
dan menghapus kekerasan dalam rumah tangga, dan penghapusan terhadap 
perempuan. oleh karena itu, berbagai bentuk jenis – jenis tindak kekerasan yang 
dapat dialami oleh korban, diatur secara mendetail dan lebih spesifik terhadap 
konteks kekerasan yang beberapa unsurnya tidak terdapat dalam Kitab Undang – 
Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Tindak kekerasan terhadap istri merupakan tindak pidana. Hal tersebut 
telah diatur dalam Pasal 351 jo 356 (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana 
(KUHP). Salah satu kesimpulan dari pasal – pasal ini adalah, bila penganiayaan 
dilakukaan terhadap keluarga dekat atau orang yang seharusnya dilindungi, maka 
hukumnya ditambah sepertiga dari jumlah hukumnya apabila penganiayaan 
dilakukan terhadap orang lain. Selain itu, dalam kasus istri (perempuan) dibawah 
umur 16 tahun, maka apabila laki – laki (suaminya) yang menyebabkan luka – 
luka dalam proses hubungan seksual maka si suami bisa didakwa Pasal 288 
KUHP. 
Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak kekerasan 
yang diatur lebih banyak yang merupakan tindak kekerasan secara fisik. Rumusan 
mengenai tindak kekerasan ini sebagian besar bersifat umum dilihat dari segi 
korban, yakni : 
1) Pornografi (Pasal 282 dan seterusnya) 
2) Perbuatan cabul (Pasal 290 dan seterusnya) 
3) Penganiayaan (Pasal 351 dan seterusnya) 
4) Pembunuhan (Pasal 338 dan seterusnya) 
5) Penculikan (Pasal 328 dan seterusnya) 
Ketentuan pidana yang secara khusus menyebutkan perempuan sebagai 
korban hanyalah yang berkenaan dengan : 
1. Perkosaan (Pasal 282) 
2. Pengguguran kandungan tanpa seizin perempuan yang bersangkutan (Pasal 
347) 
3. Perdagangan perempuan (Pasal 297) 
4. Melarikan perempuan (Pasal 332) 
Seperti yang disebutkan Kristi Purwandani, memberikan gambaran umum 
tentang kekerasan dalam rumah tangga, seperti : 
1. Kekerasan fisik seperti memukul, menampar, mencekik dan sebagainya. 
2. Kekerasan psikologis, seperti berteriak-teriak, menyumpah, mengamcam, 
melecehkan dan sebagainya. 
3. Kekerasan seksual, seperti melakukan tindakan yang mengarah keajakan atau 
desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks 
tanpa persetujuan dari korban. 
4. Kekerasan finansial, seperti mengambil uang korban, menahan atau tidak 
memberikan pemenuhan kebutuhan finansial. 
5. Kekerasan spiritual, seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, 
memaksa korban untuk mempraktekan ritual dan suatu keyakinan tertentu. 
Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang diatur berdasarkan Undang – 
Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga Pasal 5, bentuk – bentuk kekerasan yang diatur adalah : 
1. Kekerasan Fisik. 
Pengertian dari Kekerasan Fisik tersebut menurut Pasal 6 Undang – 
Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga adalah, “Kekerasan Fisik adalah Perbuatan yang 
mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”. 
2. Kekerasan Psikis. 
Pengertian Kekerasan Psikis menurut Pasal 7 adalah “Kekerasan Psikis 
adalah Perbuatan yang mengakibatkan ketakuatan, hilangnya rasa percaya diri, 
hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau 
penderitaan psikis berat pada seseorang. 
3. Kekerasan Seksual. 
Pengertian Kekerasan Seksual menurut Pasal 8 Undang – Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga adalah : 
a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap 
dalam lingkup rumah tangga tersebut. 
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu seseorang dalam lingkup 
rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan 
tertentu. 
4. Kekerasan Ekonomi (Penelantaran Rumah Tangga). 
Sedangkan kekerasan dalam hal penelantaran rumah tangga atau disebut 
juga kekerasan ekonomi, menurut Pasal 9 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah : 
a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, 
padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau 
perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau memelihara 
kepada orang tersebut. 
b. Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku bagi setiap 
seseorang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 
membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar 
rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. 
E. Hak – Hak Korban 
 Perlindungan hak – hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari 
perlindungan hak asasi manusia. korban membutuhkan perlindungan agar hak – 
haknya terpenuhi karena selama ini didalam sistem peradilan pidana di Indonesia 
hak – hak korban kurang terlindungi dibandingkan dengan hak – hak tersangka.  
Harus diakui kehadiran Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga membuka jalan bagi terungkapnya kasus Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga dan upaya perlindungan hak-hak korban. Dimana, awalnya 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dianggap sebagai wilayah privat yang tidak 
seorang pun diluar lingkungan rumah tangga dapat memasukinya. Dalam 
perjalannnya Undang - Undang ini masih ada beberapa pasal yang tidak 
menguntungkan bagi perempuan korban kekerasanm. Peraturan Pemerintah 
Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan 
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peraturan pelaksana dari 
Undang - Undang ini, yang diharapkan mempermudah proses implementasi 
Undang - Undang sebagaimana yang tertera dalam mandat Undang - Undang ini. 
Selain itu, walapun Undang - Undang ini dimaksudkan memberikan efek 
jera bagi pelaku Kererasan Dalam Rumah Tangga, ancaman hukuman yang tidak 
mencantumkan hukuman minimal dan hanya hukuman maksimal sehingga berupa 
ancaman hukuman alternatif kurungan atau denda dirasa terlalu ringan bila 
dibandingkan dengan dampak yang diterima korban, bahkan lebih 
menguntungkan bila menggunakan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur 
dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Apalagi jika korban 
mengalami cacat fisik, psikis, atau bahkan korban meninggal. Sebagai Undang - 
Undang yang memfokuskan pada proses penanganan hukum pidana dan 
penghukuman dari korban, untuk itu, perlu upaya strategis diluar diri korban guna 
mendukung dan memberikan perlindungan bagi korban dalam rangka 
mengungkapkan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menimpanya. 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan kepada korban Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga dengan memberikan hak-hak antara lain: 
a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, 
lembaga sosial, atau piohak lainnya baik sementara maupun berdasarkan 
penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. 
b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. 
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. 
d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat 
proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
e. Pelayanan bimbingan rohani. 
Selain itu, korban juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi 
pemulihan korban dari: (Pasal 39 UU PKDRT) 
a. Tenaga kesehatan; 
b. Pekerja sosial; 
c. Relawan pendamping; dan/atau 
d. Pembimbing rohani. 
Melalui Undang-Undang ini pemerintah bertanggung jawab dalam upaya 
pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk itu pemerintah harus: (Pasal 
12 UU PKDRT) 
a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; 
b. Menyelenggarakan komunikasi informasi, dan edukasi tentang kekerasan 
dalam rumah tangga; 
c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah 
tangga; dan 
d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender dan isu kekerasan 
dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang 
sensitif jender. 
Selain itu, untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah 
dan pemerintah daerah dapat melakukan upaya: 
a. Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; 
b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani; 
c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program 
pelayanan yang mudah diakses korban; 
d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman 
korban. 
Undang-Undang ini juga menyebutkan bahwa setiap orang yang 
mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga 
wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: (Pasal 
15 UU PKDRT) 
a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana; 
b. Memberikan perlindungan kepada korban; 
c. Memberikan pertolongan darurat; dan 
d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. 
Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan 
seksual yang terjadi dalam relasi antar suami istri, maka yang berlaku adalah delik 
aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan secara langsung 
kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian (pasal 26 ayat 1 UU PKDRT). 
Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk 
melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian (pasal 26 
ayat 2 UU PKDRT). Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat 
dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (pasal 27 
UU PKDRT). 
Bagi setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya 
kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas 
kemampuannya untuk: mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan 
perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, membantu proses 
pengajuan permohonan penetapan perlindungan. 
Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada 
korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, 
pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan 
pengadilan. 
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa mengadukan perkaranya ke 
Kepolisian, Pengadilan serta ke rumah sakit jika diperlukan visum et repertum 
untuk keperluan persidangan ke pengadilan. Pendampingan hukum akan 
menjelaskan hak istri. Membuat draf gugatan perceraian, seperti gugatan, jawaban 
dan duplik, maka pendampingan hukum akan memasukkan hak-hak istri. 
Kemudian diajukan ke persidangan pengadilan, dan pendampingan hukum akan 
merangkap menjadi pengacara dan menjelaskan peraturan yang terdapat dalam 
pengadilan. Penanganan perkara di Pengadilan Agama untuk kasus perceraian dan 
penanganan perkara di Pengadilan Negeri untuk perkara yang berkaitan dengan 
tindak pidana yang dilakukan disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
Pendampingan korban melaporkan atau pengaduan tindak kekerasan 
dalam rumah tangga ke kepolisian, melaporkan kronologis, dan kedudukan 
hukum para pihak. Pendampingan korban mengajukan gugatan ke pengadilan 
melalu proses litigasi. 
F. Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Kekerasan (fisik, psikis dan seksual) terjadi dimana-mana dan cenderung 
makin meningkat. Banyak sekali kasus kekerasan dalam rumah tangga (domestic 
violence) tidak dilaporkan kepada polisi untuk ditindak sebagaimana mestinya, 
dan makin sedikit lagi yang diselidiki, disidik, dan dituntut di depan pengadilan. 
Data yang tersedia baik di tingkat regional maupun pusat tentang kekerasan 
tersebut sangat langka, yang sesungguhnya diperlukan untuk menetapkan berbagai 
kebijakan untuk mencegah merajalelanya kekerasan. Salah satunya yaitu Tindak 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah bentuk kejahatan yang sangat 
menyengsarakan dalam waktu yang panjang. Sebagai akibat ”nonreporting 
crimes” seperti ini selain para korban harus menderita dalam kediaman (suffering 
in silence), para pelakunya juga jarang yang diproses dalam sistem peradilan 
pidana. 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) cenderung dilakukan oleh pria 
pada kelompok usia yang masih muda, tidak bekerja, tidak dalam ikatan 
pernikahan yang sah, kemungkinan pernah menyaksikan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga pada masa kanak-kanak, serta adanya problem psikiatri yang bervariasi 
dari depresi sampai penyalahgunaan zat berbahaya. Beberapa keadaan lain yang 
perlu mendapat perhatian terhadap kemungkinan terjadinya Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga adalah masalah terkait obat-obatan dan alkohol, situasi yang 
berkaitan dengan keadaan stress dan depresi. Banyak pelaku Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga melakukan kekerasan di bawah pengaruh alkohol. Namun pelaku 
yang melakukan kekerasan dalam kondisi sadar mengambil proporsi yang lebih 
besar. Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dibedakan menjadi tiga tipe 
: 
- cyclically emotional volatile perpetrators, pelaku KDRT jenis ini mempunyai 
ketergantungan terhadap keberadaan pasangannya. Pada dirinya telah 
berkembang suatu pola peningkatan emosi yang diikuti dengan aksi agresif 
terhadap pasangan. Bila pelaku memulai dengan kekerasan psikologis, 
kekerasan tersebut dapat berlanjut pada kekerasan fisik yang berat. 
- overcontrolled perpetrators, pelaku jenis ini yaitu kelompok yang pada dirinya 
telah terbentuk pola kontrol yang lebih mengarah kepada kontrol psikologis 
daripada kekerasan fisik. 
- Psychopathic perpetrators, pelaku yang pada dirinya tidak terbentuk hubungan 
emosi atau rasa penyesalan, dan cenderung terlibat juga dalam kekerasan antar 
pria maupun perilaku kriminal lainnya. 
Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut antara lain untuk : 
a) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; 
b) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; 
c) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan 
d) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. 
Beranjak dari tujuan yang demikian, maka pemerintah mempenalisasi 
tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan pidana yang jauh lebih berat 
daripada ketentuan dalam KUHP. Tindak pidana yang dikategorikan sebagai 
kekerasan dalam rumah tangga juga ditambah dengan “tindak pidana penelantaran 
rumah tangga”. Undang-undang ini tidak hanya memuat ketentuan pidana, tapi 
juga ketentuan tentang perlindungan (dalam bentuk beberapa hak) dan layanan 
terhadap korban KDRT, kewajiban aparat penegak hukum, serta pihak yang 
terkait dalam pemberian perlindungan tersebut). Keseluruhannya dengan maksud 
untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 4 undang-
undang tersebut. 
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memuat 
alternatif pengaturan sanksi pidana bagi pelaku dan tujuannya juga meliputi 
korektif, preventif dan protektif, yang juga berdasarkan tingkat ringan dan 
beratnya tindak KDRT. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga adalah undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik secara 
khusus, sehingga memuat unsur-unsur lex special. Unsur-unsur lex special terdiri 
dari : 
- Unsur Korektif terhadap pelaku, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga mengatur alternatif sanksi dari pada KUHP yang hanya 
mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program 
intervensi yang diberlakukan tehadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaku 
tidak kembali melakukan tindak kekerasan. 
- Unsur Preventif terhadap masyarakat, Keberadaan Undang - Undang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ditujukan untuk mencegah 
tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini 
masalah kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privat sehingga 
kekerasan yang terjadi tidak mudah di intervensi. 
- Unsur Protektif terhadap korban, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan 
terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubungan-hubungan domestik, 
khususnya terhadap pihak-pihak yang tersubordinasi (kelompok rentan yaitu : 
wanita dan anak-anak). 
G. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
1. Pertimbangan Yuridis ( Fakta dan Hukum ) 
Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh 
Undang-undang untuk mengadili, berdasarkan Pasal 1 angka (8) UU No.8 
Tahun 1981 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa Hakim Pengadilan 
adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Di dalam Pasal 
31 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam 
Undang-undang. 
Di dalam UUD 1945 mengenai masalah kebebasan hakim atau masalah 
kebebasan peradilan telah diatur secara tersurat dalam pasal 24 dan pasal 25. 
Hal ini sudah menjadi jaminan yang cukup kuat di Indonesia, dengan demikian 
kebebasan peradilan adalah merupakan suatu syarat mutlak suatu negara 
hukum. Sebab suatu pengadilan yang bebas dapat memberikan pengadilan 
tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun. 
Selain itu, kebebasan hakim juga mutlak diperlukan terutama untuk 
menjamin keobyektifan hakim dalam putusannya. Namun kebebasan Hakim 
bukanlah dimaksudkan adanya semacam hak istimewa dari para hakim untuk 
dapat berbuat sebebas-bebasnya terhadap suatu perkara yang diperiksanya, 
karena hakim terikat pada hukum. 
Pada dasarnya untuk pengenaan pidana diperlukan adanya 2 
persyaratan, yaitu dapat dipidananya perbuatan (strafbaarheid van het feit) dan 
dapat dipidananya orangnya atau pembuatnya (strafbaarheid van persoon). 
Dengan perkataan lain, bahwa orang tersebut mempunyai kesalahan 
(terdakwa), yang dibuktikan di ruang sidang pengadilan dan kesalahan 
terdakwa ini termaktub dalam Dakwaan Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan 
asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”. ( Nanda Agung Dewantara, 1987: 55-
56) 
Jadi, pengadilan menjatuhkan pidana apabila pengadilan berpendapat 
bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 
kepadanya, pasal 193 ayat (1) KUHAP. 
Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi 
pidana, tetapi harus didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. dua 
alat bukti yang sah tersebut harus dapat meyakinkan hakim akan kesalahan 
terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya, seperti yang dimaksud dalam 
Pasal 183 KUHAP. Ketentuan pasal 183 KUHAP ini bertujuan untuk 
menjamin kepastian hukum bagi seseorang (penjelasan Pasal 183 KUHAP). 
Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, mempunyai maksud, yaitu 
minimal dua alat bukti dari alat bukti yang sah menurut KUHAP, alat bukti 
yang sah menurut KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ada lima 




2. Pertimbangan Sosiologis 
Jika hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya 
kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. jadi, bukan hanya 
balas dendam, rutinitas pekerjaan maupun bersifat formalitas. ( Andi Hamzah, 
1987: 77 ). Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, 
secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan 
sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah 
mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan 
antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib 
hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, 
tentram, damai, adil, dan sejahtera (tata tentram karta raharja). 
Ada dua faktor yang harus diperhatikan oleh hakim sebagai dasar 
pertimbangan sosilogis dalam menjatuhkan pidana, yaitu hal-hal yang 
meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, 
terdakwa masih muda atau sudah terlalu tua untuk menjalani hukuman, berlaku 
sopan dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan yaitu 
memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, 
meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya. ( Bambang 
Waluyo, 2000: 89-90) 
Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sikap yang baik 
dari terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat 
dari terdakwa. Hal ini diatur dalam pasal 28 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 
yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, 
hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. 
Berkaitan dengan hal itu, penjelasan pasal 28 ayat (2) menegaskan sebagai 
berikut bahwa sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari terdakwa wajib 
diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. 
Keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana yang 
setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari 
keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli 





A. Lokasi Penelitian 
Dalam upaya pengumpulan data guna penulisan ini, penulis melakukan 
penelitian di Pengadilan Negeri Palopo. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang terhimpun dari hasil penelitian ini diperoleh 
melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, dan digolongkan ke dalam 2 (dua) 
jenis data yaitu: 
a. Data Primer 
Data Primer yaitu data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan secara 
langsung pada lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo 
b. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari sumber kedua antara lain 
mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan 
sebagainya. Spesifikasi penelitian 
Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptis analitis berupa 
penggambaran, penelaahan ketentuan – ketentuan yang berlaku, dimana metode 
ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta 
akurat dari objek peneliti sendiri. 
C. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan ada dua, yaitu meliputi : 
a. Studi Pustaka ( Library Research ) 
Metode untuk mengumpulkan data metode studi pustaka. Pustaka adalah 
benda – benda yang berbentuk tulisan. Jadi, metode studi pustaka adalah 
metode untuk mengumpulkan data berdasarkan pada benda – benda 
berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari 
dan memahami data – data sekunder yang berhubungan dengan hukum 
sesuai dengan permasalahan yang dikaji studi kepustakaan adalah teknik 
pengumpulan data dengan caara mencari, membaca dan mempelajari 
bahan–bahan pustaka yang berupa buku–buku, majalah, litelatur, dokumen, 
peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. 
Dari studi kepustakaan ini akan diperoleh manfaat berupa : 
1. Diperoleh konsep–konsep dan teori–teori yang bersifat umum yang 
berkaitan dengan permasalahan penelitian. 
2. Melalui prosedur logika deduktif, akan dapat ditarik kesimpulan spesifik 
yang mengarah pada penyusunan jawaban sementara terhadap masalah 
penelitiannya. 
3. Akan diperoleh informasi empirik yang spesifik yang berkaitan dengan 
masalahnya. 
b. Penelitian Lapangan ( Field Research )  
Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk memperoleh data langsung 
ke objek penelitian. Dalam hal ini berupa hasil wawancara dengan pihak 
Pengadilan Negeri Kota Palopo serta berkas perkara yang diperoleh di Pengadilan 
Negeri Kota Palopo. 
D. Metode Analisis Data 
Peraturan – peraturan dan litelatur-litelatur mengenai tindak pidana 
kekerasan dalam rumah tangga dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya, 
dan kemudian dapat kesimpulan. Untuk itu teknik analisis data yang digunakan 
metode analisis deduktif. Metode deduktif adalah yaitu suatu metode dalam 
menganalisis data berawal dari fenomena-fenomena umum menuju pada 
fenomena-fenomena khusus. Maksudnya analisis diawali dari fenomena-
fenomena umum yang diperoleh dari data lapangan berupa berbagai macam 
modus kejahatan serta perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah 
tangga, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan 
berdasarkan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis. 
  
BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
E. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang 
Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri 
1. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : Muh. Hasyim Johar Als.Joni Bin Hariyanto Johar 
Tempat Lahir : Palopo 
Umur/ Tgl. Lahir : 22 Tahun/ 03 November 1987 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan : Indonesia 
Tempat Tinggal : Balandai Jl. Dr. Ratulangi Kel. Temmalebba Kec. Bara 
Kota Palopo 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Honorer 
Pendidikan : SMA 
2. Posisi Kasus 
Kasus Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ini dilakukan oleh 
Muh. Hasyim Djohar alias Joni Bin Hariyanto Johar sebagai terdakwa, 
kepada isterinya yang bernama Sari Maya alias Maya. Adapun posisi kasus 
tersebut sebagai berikut: 
Terdakwa Joni dan korban Maya yang tidak lain isteri terdakwa 
sendiri pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar jam 19.00 WITA atau 
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012 sementara berada di 
rumah nenek terdakwa di Jl. Dr. Ratulangi, Kel. Temmalebba, Kec. Bara, 
Kota Palopo. Dirumah nenek terdakwa, kemudian oleh terdakwa menyuruh 
korban untuk membantu neneknya masak di dapur. Namun, korban menolak 
dengan mengatakan “kenapa saya mau bantu na adaji orang di dalam, 
maluka” kemudian terdakwa menjawab dengan nada agak keras “janganmako 
malu karena orangtuamuji juga bukan orang lain”. Mendengar suara 
suaminya keras, isterinya menangis dan menarik baju suaminya sehingga 
suaminya emosi dan marah lalu memukul tangan kiri dan kemudian paha kiri 
korban dengan menggunakan tangannya setelah itu terdakwa pun berlalu dan 
pergi menuju dapur. Keesokan harinya Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar 
jam 12.00 WITA dimana terdakwa bersama korban berada di rumah orang 
tua terdakwa di Jl. Andi Djemma Kota Palopo dimana pada saat itu Joni 
menyuruh Maya untuk makan, namun waktu itu Maya menolak karena mau 
ikut dengan terdakwa dan mengikuti terdakwa bahkan memegang setir sepeda 
motor terdakwa sehingga terdakwa langsung memukul tangan korban, setelah 




3. Dakwaan Penuntut Umum 
a. Kesatu: 
Muh Hasyim Johar alias Joni bin Hariyanto Johar pada hari Minggu 
tanggal 10 Juni sekitar jam 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu 
lain dalam bulan Juni 2012 bertempat di rumah nenek terdakwa Muh. 
Hasyim Johar alias Joni bin Hariyanto Johar di Jl. Dr. Ratulangi Kel. 
Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo dan pada hari Senin Tanggal 11 Juni 
2012 sekitar jam 12.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam 
bulan Juni 2012 bertempat di rumah orang tua terdakwa Muh. Hasyim 
Johar alias Joni bin Hariyanto Johar di Jl. A. Djemma (eks. Jl. Jend. 
Sudirman) Kota Palopo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo melakukan kekerasan 
dalam rumah tanggaterhadap korban Sari Maya alias Maya binti 
Saripuddin, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai 
berikut : 
 Pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar jam 19.00 WITA 
terdakwa Muh. Hasyim Johar alias Joni bin Hariyanto Johar dan korban 
Sari Maya alias Maya yang tidak lain isteri terdakwa sendiri sementara 
berada di rumah nenek terdakwa kemudian terdakwa Muh. Hasyim 
Johar menyuruh korban Sari Maya alias Maya untuk membantu 
neneknya maska di dapur, 
 Namun waktu itu korban Sari Maya alias Maya menolak dengan 
mengatakan “kenapa saya mau bantu na adaji orang didalam, maluka” 
kemudian terdakwa menjawab dengan nada agak keras “janganmako 
malu karena orang tuamuji juga bukan orang lain” 
 Karena suara terdakwa yang agak keras tersebut korban Sari Maya alias 
Maya malah menangis dan menarik baju terdakwa sehingga terdakwa 
menjadi emosi dan marah lalu memukul tangan kiri korban selanjutnya 
memukul paha kiri korban dengan menggunakan tangannya setelah itu 
terdakwa meninggalkan korban dan masuk ke dapur, 
 Selanjutnya, keesokan harinya Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar jam 
12.00 WITA dimana saat itu terdakwa Muh. Hasyim Johar alias Joni 
dan korban Sari Maya alias Maya sudah berada kembali di rumah orang 
tua terdakwa di Jl. Andi Djemma Kota Palopo dimana waktu itu 
terdakwa Muh. Hasyim Johar alias Joni menyuruh korban Sari Maya 
alias Maya untuk makan namun waktu itu korban menolak karena mau 
ikut dengan terdakwa dan mengikuti terdakwa bahkan memegang stir 
sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa Muh. Hasyim Johar alias 
Joni langsung memukul tangan korban Sari Maya alias Maya dengan 
tangannya dan setelah korban melepaskan pegangannya terdakwa lalu 
menstarter sepeda motornya dan meninggalkan korban Sari Maya alias 
Maya. 
 Korban Sari Maya dan terdakwa Muh. Hasyim Johar alias Joni adalah 
suami-istri berdasarkan Akta Nikah No.03/03/I/2009 tanggal 28 
Desember 2008.; 
 Sebabnya sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban 
adalah karena terdakwa meras emosi terhadap korban yang tidak mau 
menurut dengan terdakwa; 
 Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan sengaja 
karena emosi; 
 Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami nyeri tekan 
sudut mata kiri, memar pergelangan tangan kiri, memar lengan bagian 
atas, memar paha kiri bagian luar, memar paha kiri bagian depan, 
memar lutut kanan, luka gores betis kanan sebagaimana hasil visum et 
refertum No.178/RSU-SWG/PLP/XI/2012 tanggal 13 Juni 2012 yang 
dubuat dan ditandatangani oleh dr. Ana Adriana dokter yang memeriksa 
pada RSU Sawerigading Palopo dan menyebabkan korban menjadi 
terhalang melakukan aktivitasnya selama beberapa hari. 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) 




Bahwa ia terdakwa Muh Hasyim Johar alias Joni bin Hariyanto Johar pada 
hari Minggu tanggal 10 Juni sekitar jam 19.00 WITA atau setidak-
tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012 bertempat di rumah nenek 
terdakwa Muh. Hasyim Johar alias Joni bin Hariyanto Johar di Jl. Dr. 
Ratulangi Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo dan pada hari Senin 
Tanggal 11 Juni 2012 sekitar jam 12.00 WITA atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain dalam bulan Juni 2012 bertempat di rumah orang tua terdakwa 
Muh. Hasyim Johar alias Joni bin Hariyanto Johar di Jl. A. Djemma (eks. 
Jl. Jend. Sudirman) Kota Palopo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang 
masih dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Palopo melakukan 
kekerasan dalam rumah tanggaterhadap korban Sari Maya alias Maya 
binti Saripuddin, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai 
berikut : 
 Pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar jam 19.00 WITA 
terdakwa Muh. Hasyim Johar alias Joni bin Hariyanto Johar dan korban 
Sari Maya alias Maya yang tidak lain isteri terdakwa sendiri sementara 
berada di rumah nenek terdakwa kemudian terdakwa Muh. Hasyim 
Johar menyuruh korban Sari Maya alias Maya untuk membantu 
neneknya maska di dapur, 
 Namun waktu itu korban Sari Maya alias Maya menolak dengan 
mengatakan “kenapa saya mau bantu na adaji orang didalam, maluka” 
kemudian terdakwa menjawab dengan nada agak keras “janganmako 
malu karena orang tuamuji juga bukan orang lain” 
 Karena suara terdakwa yang agak keras tersebut korban Sari Maya alias 
Maya malah menangis dan menarik baju terdakwa sehingga terdakwa 
menjadi emosi dan marah lalu memukul tangan kiri korban selanjutnya 
memukul paha kiri korban dengan menggunakan tangannya setelah itu 
terdakwa meninggalkan korban dan masuk ke dapur, 
 Selanjutnya, keesokan harinya Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar jam 
12.00 WITA dimana saat itu terdakwa Muh. Hasyim Johar alias Joni 
dan korban Sari Maya alias Maya sudah berada kembali di rumah orang 
tua terdakwa di Jl. Andi Djemma Kota Palopo dimana waktu itu 
terdakwa Muh. Hasyim Johar alias Joni menyuruh korban Sari Maya 
alias Maya untuk makan namun waktu itu korban menolak karena mau 
ikut dengan terdakwa dan mengikuti terdakwa bahkan memegang stir 
sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa Muh. Hasyim Johar alias 
Joni langsung memukul tangan korban Sari Maya alias Maya dengan 
tangannya dan setelah korban melepaskan pegangannya terdakwa lalu 
menstarter sepeda motornya dan meninggalkan korban Sari Maya alias 
Maya. 
 Sebabnya sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban 
adalah karena terdakwa meras emosi terhadap korban yang tidak mau 
menurut dengan terdakwa; 
 Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan sengaja 
karena emosi; 
 Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami nyeri tekan 
sudut mata kiri, memar pergelangan tangan kiri, memar lengan bagian 
atas, memar paha kiri bagian luar, memar paha kiri bagian depan, 
memar lutut kanan, luka gores betis kanan sebagaimana hasil visum et 
refertum No.178/RSU-SWG/PLP/XI/2012 tanggal 13 Juni 2012 yang 
dubuat dan ditandatangani oleh dr. Ana Adriana dokter yang memeriksa 
pada RSU Sawerigading Palopo dan menyebabkan korban menjadi 
terhalang melakukan aktivitasnya selama beberapa hari. 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) 
KUHP. 
4. Tuntutan Penuntut Umum 
Setelah Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaannya berdasarkan 
Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, selanjutnya Jaksa Penuntut 
Umum mengajukan tuntutan pidana. Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
dalam perkara ini adalah sebagai berikut: 
1. Menyatakan terdakwa Muh. Hasyim Johar alias Joni bin Haryanto 
Johar bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik dalam 
Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 44 (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan “Kesatu”; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 
(satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 
sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 1,000,- 
(seribu rupiah) 
5. Amar Putusan 
1. Menyatakan terdakwa MUH. HASYIM JOHAR ALS JONI 
HARIYANTO JOHAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah 
tangga”; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 6 (enam) bulan; 
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp 1,000,- (seribu rupiah); 
 
 
6. Analisis Penulis 
Sebelum Penulis menguraikan penerapan hukum pidana dalam 
perkara ini, terlebih dahulu Penulis mengomentari secara umum tentang 
putusan, baik dari segi Hukum Pidana Formil maupun dari segi Hukum 
Pidana Materiil. 
Hukum Pidana Materiil ialah peraturan-peraturan hukum atau undang-
undang dengan berisi penetapan mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang 
dilarang untuk dilakukan (perbuatan yang berupa kejahatan/pelanggaran), 
siapa sajakah yang dapat dihukum, hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan 
terhadap para pelaku kejahatan/pelanggaran tersebut. 
Dari segi pidana formil, suatu putusan harus memenuhi persyaratan 
sebagaiman diatur dalam Pasal 197 KUHAP yakni harus memuat sebagai 
berikut: 
1. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; 
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; 
3. Dakwaan, sebagaiman terdapat dalam surat dakwaan; 
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan 
beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di siding yang 
menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; 
5. Tuntutan pidana, sebagaiman terdapat dalam surat tuntutan; 
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan 
atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi 
dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang 
meringankan terdakwa; 
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali 
perkara diperiksa oleh hakim tunggal; 
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur 
dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan 
pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; 
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan 
jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti; 
10. Keterangn bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana 
letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu; 
11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau 
dibebaskan; 
12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang 
memutus dan nama panitera; 
Jika melihat persyaratan putusan tersebut diatas, maka secara formil 
putusan tersebut telah memenuhi persyaratan. Namun Penulis akan 
mengomentari lebih lanjut setiap bagian dari putusan tersebut, mulai dari 
dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, sampai kepada 
pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. 
Untuk mengetahui suatu dakwaan dapat dikatakan benar apabila telah 
memenuhi persyaratan dakwaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 143 (2) 
KUHAP sebagai berikut: 
Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan 
ditandatangani serta berisi: 
a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; 
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang 
didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu 
dilakukan. 
 
Pada dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, telah memenuhi 
syarat formil dan materil dakwaan dakwaan Penuntut Umum dibuat dalam 
bentuk dakwaan alternative. Kensekwensi dari dakwaan alternatif ini adalah 
bahwa jika salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan yang lain tidak 
perlu lagi dibuktikan. 
Pada dakwaan Kesatu, Penuntut Umum mendakwa bahwa perbuatan 
terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan 
pada dakwaan Subsidair Penuntut Umum mendakwakan perbuatan terdakwa 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. 
Penuntut Umum berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah 
menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup 
rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pembuktian 
dakwaan yang dianggap terbukti yakni pada Pasal 44 ayat (1) UU No.23 
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang 
unsur-unsurnya sebagai berikut: 
1. Unsur barang siapa; 
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik; 
3. Unsur dalam lingkup rumah tangga; 
Ad.1 Unsur “Barang siapa” 
Yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja subjek hukum 
yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipertanggung jawabkan 
menurut hukum. 
- Terdakwa selama diperiksa dipersidangan dapat mengerti dan 
menilai dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan dapat 
menjawab dengan baik keterangan yang diberikan oleh saksi dan 
menilai barang bukti, 
- Terdakwa di depan persidangan menerangkan telah melakukan 
pemukulan terhadap korban Sari Maya alias Maya. 
Berdasarkan keterangan dan uraian tersebut diatas unsur “barang siapa” 
terbukti secara sah dan meyakinkan. 
Ad.2 Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik” 
Yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam UU No.23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu perbuatan 
yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (vide pasal 6) 
- Dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta hukum 
kalau akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, korban 
mengalami memar di paha, betis, badan serta tangan dan terhalang 
melakukan aktifitasnya selama beberapa hari. 
- Hasil dari Visum et Repertum dokter ditemukan bahwa korban 
mengalami nyeri tekan sudut mata kiri, memar pergelangan tangan 
kiri, memar lengan bagian atas, memar paha kiri bagian luar, memar 
paha kiri bagian depan, memar lutut kanan, luka gores betis kanan. 
Berdasarkan keterangan dan uraian tersebut di atas unsur “Melakukan 
perbuatan kekerasan fisik” terbukti secara sah dan meyakinkan. 
Ad3 Unsur “Dalam lingkup rumah tangga” 
Yang dimaksud “lingkup rumah tangga” dalam UU No.23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal (2) yaitu: 
a. Suami, isteri, dan anak; 
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 
sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, 
perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap 
dalam rumah tangga, dan atau 
c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam 
rumah tangga tersebut. 
- Dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta hukum 
bahwa korban adalah isteri sah dari terdakwa sendiri dan saat ini 
antara saksi dan terdakwa masih terikat perkawinan berdasarkan 
Akta Nikah No.03/03/I/2009 tanggal 28 Desember 2008. 
Berdasarkan keterangan dan uraian tersebut di atas unsur “dalam 
lingkup rumah tangga” terbukti secara sah dan meyakinkan. 
Namun, selain dari pada itu Penuntut Umum juga menjerat terdakwa 
dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP. 
Lebih lanjut, Penulis akan mengomentari apakah perbuatan terdakwa 
mencocoki rumusan delik sebagaimana yang didakwakan, bersifat melakukan 
perbuatan kekerasan fisik, dan dalam lingkup rumah tangga serta tidak ada 
alasan pembenar yang kesemuanya merupakan syarat pemidanaan. 
Pembuktian dakwaan yang dianggap terbukti yakni pada Pasal 44 ayat 
(1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 
4. Unsur barang siapa; 
5. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik; 
6. Unsur dalam lingkup rumah tangga; 
Ad.1 Unsur “Barang siapa” 
Yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja subjek hukum 
yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipertanggung jawabkan 
menurut hukum. 
- Terdakwa selama diperiksa dipersidangan dapat mengerti dan 
menilai dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan dapat 
menjawab dengan baik keterangan yang diberikan oleh saksi dan 
menilai barang bukti, 
- Terdakwa di depan persidangan menerangkan telah melakukan 
pemukulan terhadap korban Sari Maya alias Maya. 
Berdasarkan keterangan dan uraian tersebut diatas unsur “barang siapa” 
terbukti secara sah dan meyakinkan. 
Ad.2 Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik” 
Yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam UU No.23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu perbuatan 
yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (vide pasal 6) 
- Dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta hukum 
kalau akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, korban 
mengalami memar di paha, betis, badan serta tangan dan terhalang 
melakukan aktifitasnya selama beberapa hari. 
- Hasil dari Visum et Repertum dokter ditemukan bahwa korban 
mengalami nyeri tekan sudut mata kiri, memar pergelangan tangan 
kiri, memar lengan bagian atas, memar paha kiri bagian luar, memar 
paha kiri bagian depan, memar lutut kanan, luka gores betis kanan. 
Berdasarkan keterangan dan uraian tersebut di atas unsur “Melakukan 
perbuatan kekerasan fisik” terbukti secara sah dan meyakinkan. 
Ad3 Unsur “Dalam lingkup rumah tangga” 
Yang dimaksud “lingkup rumah tangga” dalam UU No.23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal (2) yaitu: 
d. Suami, isteri, dan anak; 
e. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 
sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, 
perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap 
dalam rumah tangga, dan atau 
f. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam 
rumah tangga tersebut. 
- Dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta hukum 
bahwa korban adalah isteri sah dari terdakwa sendiri dan saat ini 
antara saksi dan terdakwa masih terikat perkawinan berdasarkan 
Akta Nikah No.03/03/I/2009 tanggal 28 Desember 2008. 
Berdasarkan keterangan dan uraian tersebut di atas unsur “dalam 
lingkup rumah tangga” terbukti secara sah dan meyakinkan. 
Fakta-fakta hukum terdapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, 
yaitu: 
1. Terdakwa memukul tangan kiri korban selanjutnya memukul paha kiri 
korban dengan menggunakan tangannya pada tanggal 10 Juni 2012. 
2. Terdakwa kembali memukul tangan korban pada tanggal 11 Juni 2012. 
Dan selama dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak menemukan 
alasan pemaaf maupun pembenar atas diri terdakwa sehingga terhadap 
terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
F. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara 
Pidana Nomor 1244/Pid.B/2012/PN.Plp) 
1. Amar Putusan 
1. Menyatakan terdakwa MUH. HASYIM JOHAR ALS JONI 
HARIYANTO JOHAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah 
tangga”; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 6 (enam) bulan; 
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp 1,000,- (seribu rupiah); 
5. Pertimbangan Hukum Hakim 
Sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis akan 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan 
terhadap diri terdakwa sebaga berikut: 
Hal – hal yang memberatkan: 
- Perbuatan terdakwa yang menyakiti korban tidak lain isterinya sendiri; 
- Perbuatan terdakwa korban mengalami luka; 
Hal – hal yang meringankan: 
- Terdakwa sopan dalam persidangan; 
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak 
akan mengulanginya lagi; 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Korban telah memaafkan terdakwa; 
6. Analisis Penulis 
Dalam hal penerapan hukum oleh hakim terhadap kasus ini, saya 
melihat sudah tepat. Hal tersebut mengingat status terdakwa tidak lain adalah 
merupakan suami korban, tentu ada beberapa pertimbangan yang bersifat 






Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka Penulis mengambil 
kesipulan bahwa: 
1. Dalam penerapan hukum pidana materiil delik Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang 
berlaku. Dimana dalam delik KDRT terhadap perkara Muh. Hasyim Johar, 
Penuntut Umum yang memberikan dakwaan dengan susunan secara alternatif 
dakwaan Kesatu Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 dan Kedua Pasal 
351 ayat (1) KUHP terdapat unsur-unsur yang dapat dibuktikan, yakni unsur 
barang siapa; unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik; dan unsur dalam 
lingkup rumah tangga. 
2. Berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum atas dasar alat bukti 
berupa keterangan saksi; surat; dan keterangan terdakwa;, demikian pula 
pertimbangan hal-hal yang memberatkan berupa perbuatan terdakwa yang 
menyakiti korban yang tidak lain isterinya sendiri; perbuatan terdakwa korban 
mengalami luka;, dan hal-hal yang meringankan berupa terdakwa sopan dalam 
persidangan; terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji 
tidak akan mengulanginya lagi; terdakwa belum pernah dihukum; serta korban 
telah memaafkan terdakwa;, maka hakim menyatakan terdakwa terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah 
tangga” dan menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 6 (enam) 
bulan, menurut penulis sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Perundang-
undangan yang berlaku. 
H. Saran 
Sebagaimana diketahui bahwa dalam asas umum pemidanaan, seseorang 
dapat dipidana apabila perbuatannya disamping bersifat melawan hukum formil, 
harus juga terpenuhi sifat melawan hukum materiilnya. Olehnya itu, seyogyanya 
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